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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah diuraikan mengenai 

permasalahan yang di analisis, ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Peranan Dinas PUPR dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan dan 

rehabilitasi jembatan di Kabupaten Padang Pariaman,  yaitu: 

a. Pengawasan terhadap perencanaan pembanguan dan rehabilitasi 

jembatan 

b. Pengawasan terhadap pelaksanaan Pembangunan dan rehabilitasi 

jembatan dengan memperhatikan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3)  

c. Pengawasan terhadap pemeliharaan atas pembanguan dan rehabilitasi 

jembatan. 

2. Kendala-kendala yang ditemukan oleh Dinas PUPR terhadap satu dari 

empat jembatan yang pembangunannya dilakukan tidak sampai selesai 

seperti tiga jembatan lainnya yang di bahas dalam penulisan ini yaitu: 

a. Penganggaran 

Jembatan Kapecong merupakan jembatan yang baru di bangun 

dengan menggunakan dana dari APBD,  pelaksaan dalam pembangunan 

jembatannya secara keseluruhan belum selesai, namun secara bertahap 

sudah selesai, yang mana pada tahun 2023 lalu diadakan pembangunan 

khusus untuk fondasi dan bagian bawah jembatan di salah satu sisi 

sungai. Pembangunan yang seperti ini terjadi dikarenakan keuangan 

daerah sedang tidak baik-baik saja, sehingga tidak dapat mendukung 
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pembangunan jembatan hingga selesai dan dapat digunakan oleh 

masyarakat.  

b. Rusaknya daerah aliran sungai, daerah aliran sungai yang rusak menjadi 

salah satu kendala dalam pembangunan Jembatan Kapecong. 

3. Upaya-upaya yang telah dilakukan Dinas PUPR Kabupaten Padang 

Pariaman dalam mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan 

pengawasan pembangunan dan rehabilitasi jembatan yaitu: 

a. Untuk mengatasi kendala dalam penganggaran, Dinas PUPR Kabupaten 

Padang Pariaman telah menganggarkan kembali dana yang dibutuhkan 

untuk melanjutkan pembangunan jembatan Kapecong. Dan 

pembangunan terhadap jembatan Kapecong akan dilanjutkan kembali 

pada tahun 2024 dengan APBD tahun 2024.  

b. Dalam mengatasi kendala terkait dengan rusaknya daerah aliran sungai, 

Dinas PUPR Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan koordinasi 

dengan pihak balai sungai untuk membantu mengamankan sungai agar 

kontruksi sungai dapat terjaga. 

 

B. Saran  

Sebagai penulis, dalam pembahasan ini saya menyarankan: 

1. Agar Dinas PUPR Kabupaten Padang Pariaman dapat meningkatkan 

perannya selaku lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab dalam 

pengawasan pembangunan infrastruktur publik, terutama jembatan sebagai 

penghubung antar wilayah 
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2. Agar Dinas PUPR Kabupaten Padang Pariaman dapat melakukan inovasi-

inovasi terbaru terhadap pembangunan dan rehabilitasi jembatan di 

Kabupaten Padang Pariaman. 

3. Agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang 

terpilih pada pemilu 2024 dapat menganggarkan kembali pembangunan 

Jembatan Kapecong hingga selesai. 
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